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KATA
PENGANTAR

Syukur alhamduliilah kami ucapkan bahwa telah tersusun penjelasan rancangan
Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor
22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025. Penjelasan ini disusun sebagai
dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi terhadap Rancangan
Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor
22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

Akhir kata, kami berharap penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam
melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Daerah. Terima kasih.

Rembang, Oktober 2025
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 22) terdapat
kondisi tertentu dimana terdapat pergeseran yang menyebabkan diperlukannya
perubahan Penjabaran APBD.

B. Identifikasi Masalah
1. Apa yang melatar belakangi perubahan/pergeseran APBD?
2. Bagaimana mekanisme perubahan/pergeseran APBD dan kelengkapannya?

C Tujuan Penyusunan
Mengakomodir kondisi tertentu yang harus dilaksanakan sehingga diperlukannya
perubahan APBD.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6867);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.| Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.

. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 8);

. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 22).



BAB II
POKOK PIKIRAN

A. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memiliki kewenangan
Menyusun rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Perubahan
APBD yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara
struktur keanggotaan dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

2. APBD disusun mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi.

4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun
ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan
da\am APBD.

6. Penerimaan Daerah.

7. Pengeluaran Daerah.

8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan
Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan
Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran
Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam
jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam
APBD.

APBD mempunyai fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan
APBD pada tahun berkenaan.

2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman
untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.



6.

Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

1.
2.
3.

hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD
merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait
struktur APBD adalah sebagai berikut:

1:

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja Daerah; dan

c. Pembiayaan daerah

APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi disesuaikan
dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang me\alui Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah
ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak
perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun anggaran berikutnya

Terkait hal tersebut di atas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1.

Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan
Pemerintahan Daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Klasifikasi APBD dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara
lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah
dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya
tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkannotifikasi atau

pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa mekanisme
intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan
keuangan pada SKPD dan SKPKD.

6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah serta pemutakhirannya.

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi;

berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;

4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat
pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan
pengeluaran daerah.

e

Mengacu pada Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 diatur ketentuan terkait penyiapan Raperda tentang
APBD sebagai berikut:

1. Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD, Kepala
Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.

2. Proses penyiapan Raperkada tentang Penjabaran APBD mengandung informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Mengacu Pasal 102 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 diatur ketentuan terkait dokumen Raperda tentang APBD
sebagai berikut'

Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD memuat lampiran sebagai
berikut:

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

c. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan
kebutuhan informasi antara lain:

1) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah:
2) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;



3) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan
bersifat umum dan bersifat khusus;

4) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

5) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan
sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

6) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

7) Sinkronisasi kebijakan pemerintah proVinsi/ kabupaten/kota pada daerah
perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada penjabaran

APBD.

2. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD disertai penjelasan, yaitu

a. Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.

b. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub
kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan
penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.

c. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber
penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan
pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

llustrasi dokumen lampiran Peraturan Kepala Daerah penjabaran APBD menyajikan
informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. llustrasi
dokumen lampiran Peraturan Kepala Daerah penjabaran APBD pada tahapan Penetapan
APBD disajikan sebagai berikut:

1. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian
objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,
belanja,
dan pembiayaan;

3. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan
kebutuhan informasi gumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat
disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan

4. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada penjabaran APBD
gumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau
ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).



B. PERUBAHAN APBD

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri
Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:

1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD

2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi,
antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar
jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau

e. keadaan luar biasa.

C. PERGESERAN APBD
Mengacu pada Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait pergeseran anggaran sebagai
berikut.

1. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek,
antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

2. Pergeseran anggaran terdiri atas:

a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan

b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

3 Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:

a. pergeseran antar organisasi;

pergeseran antar unit organisasi,

pergeseran antar program;

pergeseran antar kegiatan,

pergeseran antar sub kegiatan;,

pergeseran antar kelompok;

. pergeseran antar jenis.

ergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:

Pergeseran antar objek dalam jenis yang sanna. Pergeseran ini dapat dilakukan atas

persetujuan sekretaris daerah.

b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat
dilakukan atas persetujuan PPKD.

c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas
persetujuan Pengguna Anggaran.

5. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan
sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada
penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran
anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.

6. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah
perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
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7. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.

8. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di Tingkat nasional atau daerah.

9. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan
anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan
setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

10. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.

11.Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan
mekanisme perubahan APBD.

12. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas

13. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada
sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan.
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BAB llI
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

a.

b.

d.

Tersusunnya DPPA SKPD sub kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Terakomodasinya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan tahun
anggaran berjalan yang belum teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri R.I Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

Tercukupinya pembiayaan pada sub kegiatan pada perangkat daerah yang belum
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025.

Tersedianya Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 22Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

2. Jangkauan

a.
b.

C.

Perangkat Daerah;
DPPA SKPD; dan

Peraturan Bupati

3. Arah Pengaturan

a.

b
c.
d

Alat pengendalian kegiatan;

. Sebagai dasar pengawasan dan pertanggungjawaban;

Terwujudnya tertib administrasi; dan

. Efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

12



B. Ruang Lingkup Materi
1. Ruang Lingkup pengaturan dari rancangan peraturan Bupati ini meliputi:
a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek,
rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja,

dan pembiayaan;
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pergeseran atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, yang memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elekironik mampu mempercepat proses
penyerapan anggaran guna pemberian layanan kepada masyarakat serta penyediaan
sarana dan prasarana publik kepada masyarakat.

B. Saran
Terhadap pemangku kepentingan khususnya pemerintah pusat, dalam hal publikasi petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis dasar pelaksanaan anggaran agar dipublikasikan pada
awal tahun anggaran.
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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 teentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah
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